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Abstrak 

Penelitian ini membahas keambiguan kriteria paspor rusak dalam praktik keimigrasian di Indonesia. 
Berdasarkan regulasi pemerintah, penggantian paspor hilang dikenakan denda Rp1.000.000 dan 
paspor rusak Rp500.000, keduanya harus melalui proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, 
sering kali pemohon tidak mengetahui bahwa paspornya dinilai rusak dan baru mengetahuinya ketika 
tiba di kantor imigrasi, setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran awal. Hal ini menimbulkan 
keluhan, terutama jika paspor dibutuhkan secara mendesak, serta ketidakpuasan terhadap denda yang 
dianggap tidak jelas. Studi ini menyoroti perlunya reformulasi hukum untuk memperjelas kriteria 
paspor rusak, guna meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi keluhan masyarakat dalam 
proses penggantian paspor. 
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PENDAHULUAN 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, fungsi 

keimigrasian, meliputi pelayanan dalam bidang keimigrasian, keamanan negara, penegakaj 
terhadap hukum keimigrasian, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan pada 
masyarakat. Adapun fungsi keimigrasian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat 
adalah fungsi pelayanan keimigrasian, terkhususnya pada pelayanan pembuatan paspor 
kebangsaan. Hal ini dikarenakan paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan yang wajib 
dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan keluar dan 
masuk wilayah Indonesia dan juga merupakan syarat dari pembuatan dokumen perjalan 
lainnya seperti visa dan lainnya. Kemudian, dapat dilihat juga di sosial media kantor imigrasi 
di Indonesia yang seringkali memberikan informasi tentang persyaratan paspor, aplikasi 
antrian M-Paspor, dan hal lainnya mengenai permohonan paspor. Berdasarkan hal tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pelayanan keimigrasian, terkhusus pelayanan 
keimigrasian merupakan faktor yang paling mudah dikritik oleh masyarakat apabila terdapat 
suatu hal tidak sesuai dalam proses pelayanan paspor itu sendiri. 

Pelayanan permohonan paspor yaitu terdiri dari permohonan paspor baru dan 
penggantian paspor. Persyaratan keduanya berbeda, di mana pemohon paspor baru wajib 
melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran/ akte 
perkawinan/buku nikah/ijazah/ surat baptis, sedangkan menurut Surat Edaran Menteri 
Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 Tentang Pemberian Kemudahan 
Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa, penggantian paspor biasa yang 
diterbitkan di dalam negeri sejak 2009 cukup dengan melampirkan kartu tanda penduduk 
elektronik (E-KTP) dan paspor lama. Namun persyaratan penggantian paspor tersebut tidak 
berlaku apabila paspor hilang dan rusak. Bagi pemohon paspor hilang dan rusak, diharuskan 
untuk melakukan penggatian paspor melalui BAP dan dengan membayar denda yang sudah 
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ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang menjelaskan bahwa penggantian paspor hilang 
diberikan denda Rp1.000.000 dan penggantian paspor rusak diberikan denda Rp500.000. 
Namun seringkali pemohon penggantian paspor tidak menyadari bahwa paspor yang 
dimilikinya rusak dan harus melewati proses BAP tersebut. Acap kali pemohon sudah terlebih 
dahulu mendaftarkan diri di M-Paspor dan sudah membayar, namun saat sampai di kantor 
imigrasi, paspor lama yang dimiliki pemohon dianggap rusak oleh petugas. Sehingga 
menimbulkan keluhan oleh pemohon, ditambah apabila paspor tersebut dibutuhkan 
secepatnya untuk keadaan darurat tertentu ataupun keluhan mengenai denda yang tidak dapat 
diterima oleh pemohon penggantian paspor tersebut. Oleh karena itu peneliian ini akan 
membahas mengenai mengapa dibutuhkan suatu kejelasan mengenai kriteria paspor rusak 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana solusi yang dapat 
diberikan guna mengurangi subjektifitas dalam pengidentifikasian paspor rusah oleh petugas. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan mix-method antara normatif dan empiris. Pendekatan normatif ialah antara 
lain guna memberikan keterkaitan serta hubungan antar norma hukum yang berlaku dalam hal 
ini adalah hukum positif dengan asas, konteks, dan makna. Sedangkan pendekatan empiris 
ialah guna memberikan mempengaruhi penulis mengenai bagaimana seharusnya hukum itu 
dibentuk berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada akhirnya, penelitian ini 
yaitu untuk menganalisis hubungan antara hukum yang tertulis dalam hal ini peraturan 
perundang-undangan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 
2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan yang terjadi di lapangan 
yang dilakukan setelah observasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 
yang bersifat komprehensif dan lengkap untuk memahami suatu persoalan secara mendalam 
yang kemudian ditautkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai strategi analisis 
data. Kemudian, peneliti menganalisis hasil akhir dalam penyelesaian masalah dengan 
mengacu pada teori-teori dan literatur umum terkait topik penelitian. Analisis yang dilakukan 
akan bersifat induktif, di mana data yang diperoleh nantinya dikembangkan dengan pola-pola 
tertentu yang akan membentuk hubungan satu dengan yang lainnya, yang kemudian mencapai 
hipotesis. Selanjutnya, berdasar pada hipotesis yang didapatkan, akan dicari data terus 
menerus hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima ataupun ditolak. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ketidakpahaman mengenai kriteria paspor rusak tidak hanya dapat merugikan pemohon 
penggantian paspor itu sendiri, namun juga dapat berdampak pada pemegang paspor rusak 
yang tidak menyadari kerusakan pada paspor yang dimilikinya, sehingga dapat pembatalan 
perjalanan untuk keluar wilayah Indonesia. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus selebriti 
Instagram yang bernama Cut Melisa, di mana paspor yang dimilikinya dianggap rusak oleh 
pihak maskapai penerbangan Air Asia, sedangkan paspor yang bersangkutan sudah lolos 
konter imigrasi. Kemudian, yang bersangkutan menjelaskan bahwa paspornya hanya terlipat, 
namun pihak maskapai membantah dengan mengatakan terdapat robek pada bagian atas 
identitas pasor, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan penerbangan dan perlu 
melakukan penggantian paspor terlebih dahulu. Bila merujuk pada Permenkumham mengenai 
Paspor Biasa dan SPLP pada Pasal 36 angka 1 hurug b dijelaskan bahwa penggantian paspor 
rusak di luar proses penerbitan apabila keterangan yang terdapat di dalamnya menjadi tidak 
jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai sebuah dokumen yang resmi. Frasa 
“tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai sebuah dokumen yang resmi” 
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memiliki ambiguitas karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai ciri atau kriteria dari paspor 
yang dianggap rusak itu. Hal inilah yang kemudian membuat pengambilan keputusan terhadap 
paspor rusak tersebut bersifat subjektif dan sering memberikan kesulitan bagi petugas untuk 
dapat menjelaskan kepada pemegang paspor tentang mengapa paspor tersebut dianggap 
rusak. 
 
Pembahasan 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law atau Eropa 
Kontinental, hal ini berarti sistem peraturan di Indonesia menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperti pada UUD tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan 
Pemerintah, serta hierarki peraturan lainnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU mengenai 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, termasuk juga Keputusan Menteri dan lainnya. 
Sehingga, negara Indonesia tidak dapat mengambil pendapat orang orang awam atau tidak 
paham hukum untuk dapat menentukan sesuatu hal yang sebelumnya sudah terdapat di dalam 
hukum. Maka dari itu segala perbuatan serta keputusan yang diambil dari hukum atau 
peraturan yang dapat mengakibatkan peristiwa hukum, harus tertulis lengkap di dalam suatu 
peraturan. Hal ini dibutuhkan agar tidak bermunculan adanya salah tafsir yang membuat 
hukum atau peraturan yang telah dibuat menjadi tidak relevan. Apabila hukum yang multi 
tafsir tersebut dipaksakan untuk digunakan,, maka akan menyebabkan adanya kematian 
hukum, di mana hukum ada namun tidak diindahkan atau dijalankan ketentuannya. Oleh 
karena itu hukum atau peraturan harus berjalan secara progresif, bukan berarti pembaharuan 
namun perbaikan terhadap peraturan yang sebelumnya sudah ada. 

Adapun pembaharuan atas suatu hukum atau peraturan didasari oleh progresivitas 
subjek hukum itu sendiri. Semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin sadar akan 
hukum, hal ini terbukti dari demonstrasi yang kerap kali dilakukan masyarakat mengenai 
hukum yang sudah diterapkan bahkan hukum yang masih bersifat rancangan. Kesadaran akan 
hukum merupakan suatu hal positif yang terjadi masyarakat. Kesadaran hukum akan 
menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam pelaksanaan akan 
hukum atau peraturan itu sendiri. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum ini, harus 
difasilitasi juga oleh pemerintah dalam menciptakan peraturan. Masyarakat sudah mengetahui 
bahwa tindakan pegawai pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam sebuah 
peraturan yang ditulis dengan jelas dan terperinci. Oleh karena hal tersebut, sering kali bila 
terdapat tindakan dari pemerintah yang dianggap melenceng, masyarakat akan 
mempertanyakan mengenai dasar hukum yang berlaku atas tindakan atau keputusan yang 
diberikan oleh pegawai atau pemerintah. Lantas, bagaimana pemerintah dapat memberikan 
penjelasan bagi masyarakat apabila tidak ada hukum yang jelas mengenai tindakan yang 
dilakukan? 

Salah satu asas dari hukum ialah asas legalitas (wetmatiingheid), mengingat negara 
Indonesia merupakan negara hukum, maka asas ini adalah yang paling utama dalam 
pengambilan setiap tindakan pemerintah, dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap tindakan 
pejapat pemerintahan negara harus memiliki dasar hukumnya yang berupa peraturan. Asas ini 
berlaku bagi hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum 
mengenai keimigrasian merupakan salah satu dari bentuk hukum administrasi negara, 
sehingga hukum keimigrasian juga menganut asas legalitas. Asas legalitas adalah mengenai 
penggunaan undang- undang atau peraturan tertulis sebagai dasar dari suatu tindakan hukum 
yang akan menghasilkan akibat hukum, sehingga segala sesuatu yang tidak terdapat dalam 
peraturan tidak dapat dilakukan atau tidak dianggap sebagai tindakan hukum. Asas selanjutnya 
ialah asas kepastian hukum, di mana hukum administrasi negara mengutamakan penggunaan 
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perundang- undangan sebagai landasan dari pengambilan kebijakan oleh penyelenggara 
negara. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 3 angka 1 UU No. 28 tahun 1999 mengenai 
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bila 
dilihat dari peraturan yang mengatur, dapat dianalisis bahwa ketidakjelasan dalam hukum atau 
tidak adanya kepastian hukum, bisa membuka peluang terhadap terjadinya KKN. Aspek formal 
dari asas ini juga memberikan hak kepada subjek yang terdapat di dalamnya untuk mengetahui 
dengan tepat mengenai tindakan berupa hak dan kewajiban yang ditujukan kepadanya. Oleh 
karena itu, pemberian peran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang- undangan harus 
jelas dan tidak dapat multi tasfir. 

Penjelasan ketidapastian hukum dalam suatu peraturan akan memberikan dominasi yang 
kuat terhadap asas diskresi. Asas diskersi atau freis ermessen atau discretionary of power, sering 
kali bertindak sebagai pedang bermata dua. Asas ini dapat digunakan guna mempercepat 
permasalahan administrasi apa bila ditemukan kekosongan hukum (recht vaccum), namun di 
lain sisi memberikan potensi besar untuk disalahgunakan oleh aparatur pemerintah yang 
kemudian merugikan masyarakat. Sekalipun diskresi merupakan asas dari hukum admnistrasi 
negara, alangkah lebih baiknya suatu hukum dapat dijalankan tidak melalui diskresi atau 
putusan aparatur tersediri, namun didasari oleh teknis pelaksanaan yang lebih baik dan 
terperinci, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat maupun 
kalangan aparatur negara itu sendiri. Selain itu, dengan adanya hukum yang pasti, maka 
diharpakan dapat mengurangi adanya kesempatan tindakan yang tidak sejalan dengan hukum 
akibat penyahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Faktor-faktor tersebut kemudianlah yang 
menjadi jawaban atas mengapa dibutuhkan suatu pembaharuan dalam bentuk perbaikan / 
refolmulasi hukum mengenai kriteria pasor rusak. Hal ini dibutuhkan guna menyempurnakan 
peraturan yang sudah berlaku, sehingga peraturan tersebut dapat dijalankan dengan tepat 
sasaran karena mengurangi adanya kesalahan tafsir, dan menjadi jelas dasar hukum yang 
berlaku atas tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan terkhususnya pegawai 
imigrasi.  

Perbaikan atas peraturan mengenai kriteria paspor rusak dapat dimulai dengan 
mengidentifikasi mengenai bagian paspor mana yang seharusnya tidak mengalami kerusakan, 
Adapun bagian paspor yang penting adalah di bagian identitas pemilik paspor atau halaman 
dua dari paspor, kemudian halaman endorse karena kerap kali memuat nama dari ayah dan ibu 
pemilik paspor, apabila pimilik paspor tersebut merupakan anak-anak dibawah umur 17 tahun 
atau belum menikah. Bagian penting lainnya adalah tempat dimana visa pemegang paspor di 
terakan. Kemudian, setiap bagian yang memiliki fitur pengamanan paspor, yang umumnya 
terdapat di bagian identitas, cover paspor, dan halaman visa paspor. Kemudian dapat 
diidentifikasi mengenai keseriusan kerusakan yang terjadi paspor, suatu paspor dapat 
dianggap serius kerusakannya apabila: 
a. Identitas pemilik paspor yang terdapat pada halaman dua paspor menjadi tidak jelas 

(buram, pudar, hilang) dan tidak dapat lagi dibaca oleh sistem; 
b. foto yang terdapat pada bagian identitas paspor tidak jelas (buram, pudar, tidak fokus) dan 

tidak identik dengan pemilik paspor; 
c. terdapat halaman yang sobek atau berlubang di sebagian ataupun seluruh halaman; 
d. terdapat halaman yang terlipat, sehingga informasi (visa, identitas) yang terdapat di 

dalamnya menjadi tidak jelas; 
e. terdapat coretan pada halaman paspor, sehingga didapatkan informasi di dalamnya menjadi 

tidak jelas atau terindikasi adanya upaya perubahan data; 
f. terkena air atau basah, sehingga didapatkan informasi yang terdapat dalam pspor menjadi 

tidak jelas (samar, terhapus); 
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g. terdapat indikasi perusakan fitur pengamanan paspor pada halaman maupun cover paspor; 
h. ketentuan lainnya yang menyebabkan segala informasi yang seharusnya terdapat dalam 

paspor tersebut menjadi tidak jelas dan kondisi paspor terindikasi sudah dilakukan 
penghilangan ataupun perubahan data. 

 
Dengan mengidentifikasi keseriusan kerusakan sebuah paspor, kemudian ditinjaklanjuti 

dengan pembaharuan penggantian terhadap peraturan yang sudah ada, kemudian dilanjutkan 
dengan pemberitaan akan kriteria paspor rusak bagi para pemohon penggantian paspor 
melalui media sosial ataupun media lainnya yang dianngap efektif dalam memberikan 
informasi terhadap peraturan perundang- undangan yang telah dibuat. Adanya perincian 
mengenai kriteria paspor rusak yang sesuai dengan tertera di atas, memberikan bantuan 
kepada aparatur pemerintah terkhusus pegawai imigrasi apabila pemohon penggantian paspor 
rusak meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang berlaku. Sehingga dicapai keteraturan 
hukum, di mana pegawai pemerintahan dapat diberikan anggapan melakukan tugasnya sesuai 
dengan landasan pada peraturan yang berlaku dan tercapai juga kepuasan berupa penjelasan 
yang diterima oleh masyarakat. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka ditemukan jawaban atas rumusan 
masalah. Perbaikan atas peraturan mengenai kriteria paspor rusak perlu dirumuskan dengan 
alasan dibutuhkannya kepastian hukum. Hal ini didasari oleh sistem hukum Indonesia yang 
menganut civil law, sehingga dibutuhkan adanya peraturan tertulis agar tidak menjadi multi 
tafsir oleh masyarakat awam maupun aparatur pemerintahan. Kemudian, mengingat hukum 
keimigrasian sebagai salah satu bentuk dari hukum administrasi negara yang berhubungan 
kuat dengan asas legalitas yang menjelaskan bahwa segala tindakan pejabat administrasi 
negara harus memiliki dasar hukum yang berlaku pada peraturan. Selain itu, perincian 
terhadap kriteria paspor juga dapat mengurangi kekosongan hukum dan meminimalisir 
penggunaan asas diskresi yang sering kali menimbulkan penyalahgunaan hak maupun 
kekuasaan oleh pejabat administrasi negara terkhususnya dalam kontes ini ialah pejabat atau 
pegawai imigrasi. Adapun berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis ingin menjelaskan 
bahwa reformulasi peraturan mengenai kriteria paspor rusak tidak bermaksud untuk 
mengurangi kewenangan aparatur pemerintahan, namun bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum kepada masyarakat dengan mengedepankan asas legalitas, serta sebagai 
penunjang dalam pelaksanaan teknis keimgrasian. Pertimbangan juga didasari oleh salah satu 
fungsi keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian terhadap pembuatan paspor yang 
seharusnya tidak lagi terdapat kekosongan karena merupakan pekerjaan teknis yang bersifat 
rutinitas. Kemudian, reformulasi ini dapat meminimalisisr kekosongan terhadap hukum yang 
sering kali membuka peluang diskresi yang kemungkinan mengarah ke tindakan korupsi 
berupa pungli.  

Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan perbaikan (reformulasi) terhadap 
peraturan yang menjelaskan mengenai kriteria paspor rusak yang dapat diianalisis dengan 
mengidentifikasi bagian- bagian paling krusial dalam paspor, seperti halaman dua paspor yang 
berisi identitas pemegang paspor, halaman paspor yang berisi informasi mengenai endorse 
maupun nama orang tua dari pemegang paspor dan halaman visa yang berisi informasi 
perjalanan pemegang paspor. Selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi keseriusan 
kerusakan pada paspor dengan memastikan bahwa bagian-bagian krusial pada paspor tersebut 
masih jelas dan masih terbaca dalam sistem dan tidak ada indikasi kesengajaan oleh pemegang 
paspor untuk merusak seperti, melakukan perubahan, penggantian, atau penghilangan 
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informasi pada paspor yang dimilikinya. Setelah perincian akan kriteria paspor rusak tersebut, 
tindakan yang bisa dilakukan adalh dengan sosialisasi baik melalui media sosial ataupun media 
lainnya yang dianggap paling efektif dalam penyebaran informasi keimigrasian. Dengan hal ini, 
diharapkan pemegang paspor dapat lebih peka terhadap paspor yang dimilikinya. Berdasarkan 
kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah sekiranya setiap 
pembuatan peraturan diikuti dengan prosedur teknis yang memadai, sehingga penggunaan 
peraturan sebagai dasar hukum dapat dijalankan sepenuhnya tanpa membutuhkan keputusan-
keputusan yang terkesan subjektif. Adapun kelengkapan hukum dapat memberikan keadilan 
bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga masyarakat, di mana dalam konteks ini pegawai 
imigrasi dapat menentukan paspor rusak berdasarkan peraturan yang ada dan masyrakat 
dapat diberikan pengertian atas dasar hukum yang berlaku sesuai dengan perundang- 
undangan. Solusi yang penulis berikan kiranya dapat menjadi bahan untuk meninjau kembali 
peraturan mengenai kriteria paspor rusak yang terdapat pada Permenkumham mengenai 
Paspor Biasa dan SPLP pada Pasal 36 angka 1 hurug b terkhusus pada frasa “memberi kesan 
yang tidak pantas lagi sebagai sebuah dokumen yang resmi”. 
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